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Menimbang

PERATURAN DAERAH FROPINSI

SUMATERA SELATAR
NOMOR T TAFUN 2001

TENTAHG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 2 "AHUN 2000 TENTANG

.

SUSUNAN - ORGANISAS] | EMBAGA  TEKNIS

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa mengingat beban tugas dan volume kerja Baglan
Penghubung Pemeriniah Fropinsi di Jakarta dan Kantor Pemuda
dan Olahraga cukup luas, maka dipandang perlu meningkatkan
Bagian Penghubung dimaksud menjadi Kantor Penghubung
Pemerintan Propinsi dan Kantor Pemuda dan Olahraga  menjadi
Badan Pemuda dan Clahraga Propinsi Sumatera Selatan ;

bahwa untuk menampung dan menangani tugas-tugas di bidang
Hubungan Antar Lembedga. hesatuan Bangsa, Hak Asasi Manusla
dan Perlindungan Masyeraliat, maka dipandang perlu membentuk
Badan Kesatuan Bangse dan Perlindungan Mesyarakat Propinsi

Sumatera Selatan :

bahwa sesual ketentuan fusal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah pada organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk
Badan, di bawah setiap Bidang terdapat jabatan Subbidang,
sehingga periu menambah jabatan Subbidang pada organisasi
Badan Pengawas |

bahwa uniuk menyelenguyarakan tugas pelayanan dokumentasi,
informasi d! bidang perpustakaan bagl masyarakat Sumatera
Selatan dipandang  perlu membentuk Badan Perpustakaan
Propinsi Sumatera Seiatan;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu
diadakan perubahan aias Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tfentang Susunan Organisasi
l.embaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan |
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Mengingat

. Undang~undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ; -

. Undang~undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbétngan

Keuangan Antara Femerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Ri Tahun 1599 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851) ; ' '

: Undang«un(fang Nomer 8 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

L

. Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi  Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Necara Nomor 3952) ;

« Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 165) ;

. Keputusan Presiden Nemor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan  Peratyran F’erundaﬂg-undangan, dan  bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peratyran pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 70) ;



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun

2000 tentang Susunan Ofganisasi Lembaga Teknis Pemerintah
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATUZAN DAERAH PROPINS| SUMATERA
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Fasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
sefatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
Lembaga Tekris Pemerintah Propinsi Sumatera Sclatan (Lembaran
Daerah Tahun 260 Nomor 2) dlubah sebagai berikut : |

I. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Fasal 5
(1) Badan Pengawas Propinsi terdiri darl

a. Kepala ; ,

b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan.
2. Subbagian Kepegawaian,
3. Subbagian Umum,
4. Subbagian Keuvangan,

c. Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan :

1. Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Subbidang Agraria,
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d. Bidang Keuangan. membawahkan :
I. Subbidang Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan
Pusat dan Keuangan Daerah,
2. Subbidang Verifikasi dan Perhitungan Anggaran,

e. Bidang Perlengkapan, membawahkan :
1. Subbidang Pengadaan dan Penghapusan.
2. Subbidang Inventarisasi dan Pemeliharaan.

f. Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah, mem-
bawahkan :

1. Subbidang BUMD.
2. Subbidang Pajek dan Retribusi.
3. Subbldang Pendapatan.

g. Bidang Pembangunan, membawahkan :
1, Subbidang Pembangunan Fisik,
2. Subbidang Pembangunan Non Fisik.
3. Subbidang Sarana Produksi dan Lingkungan Hidup.

h. Bidang Aparatur, membawahkan :
1. Subbldang  Pengembangan dan  Pemberdayaan
" Aparatur.
2. Subbidang Mutasi Pegawai,

. Kelompok Jabatan Fungsional,

(¢) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan
bagian yang tidak teroisahkan dari Peraturan Daerah ini,

2. Diantara BAB XI dan BAB XIl disisipkan BAB XI A, XI B sebagai
berikut :
BAB X1 A

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Baglan Pertama
Kedudukan
Pasal 38 A

(1) Badan Kesatuan Baﬂgsa dan Perlindungan Masyarakat
merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi,

l.
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(2} Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalul Sekretaris Caerah Propinsi,

Eagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 38 B

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Propinsi  dalam bidang  kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 38 C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksyd dalam Pasal

38 B, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
mempunyal fungsi :

a. penegakan hak asasi nanisia
b. membantu penyelenggarzan pemilihan umum ',

¢. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem
politik ;

d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar
lembaga ; |

€. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas] pemantapan
integrasi bangsa dan perlind Lingar masyarakat ;

f.  perumusan dan penyiapan kebijakan, permasalahan strategis
daerah !

9. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di
bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 38 D

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
2. Subbagian Keuangan ;
3. Subbagian Kepegawaian ;
4. Subbagian Jmum.

¢, Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
1, Subhidang Hubungan Antar Lembaga |
2. Subbidang Hubungan Organisasi  Soslal Politk dan
Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Subbidang Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan ;
4, Subbldang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan !
i, Subbidang Hak Asasi Manusia |
2. Subbidang Pemantauan dan Penanggulangan Bencana
Alam ;
3. Subbidang Relokasi dan Rehabilitasi.

e. Bidang Peningkatan Suraher Daya Manusia, membawahkan :
1. Subbidang Pengkajian;
2. Subbidang Pelatihan |
3. Subbidang Kerja sama.

f.  Kelompok labatan Fungsional,

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Macyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran IX A dan merupakan bagian yang tidak terplsdlhkan dari
Peraturan Daerah ini,



BAB IXB
BADAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39 A

(1) Badan Pemuda dan Olahraga adalah unsur penunjang Pemerintah
Propinsi di bidang Pemuda dan Olahraga.

(2) Badan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekreiari_s Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 39 B

Badan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan desentralisasl, tugas vembantuan dan tugas dekonsentrasl
di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 B,
Badan Pemuda dan Olahraga mempunyal fungs! :

d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga.

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas
Kabupaten/Kota di bidang pemuda dan olahraga.

¢. pembinaan teknis di bidang pemuda dan olahraga.
d. membantu penyediaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

e. pelaksanaan urusan tata usaha badan.



Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 39D

(1) Susunan Organisasi Badar ~emuda dan Olahraga terdiri dari -
a., Kepala ;

b. Sekretariat, membawalkzn -
1. Subbagian Kepegawaian;
2. Subbagian Penyusunan Program;
3. Subbagian Umumn,

¢. Bidang Program dan Evaliasi, membawahkan !
1. Subbldang Pendataan dan Pelaporan
2. Subbidang Penyusunar, Program;
3, Sui}bidang Evaluasi,

d. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
1, Subbldang Bina Pengembangan Pemuda:
2. Subbidang Produktivitas Kepemudaan;
3. Subbidang Lembaga Kepemudaan.

¢, Bidang Keolahragaan, mermbawahkan -
I. Subbidang Keseqgaran Jasmani dan Rekreasi:
2. Subbidang Olahraga Prestasi:
3. Subbidang Olahraga Masyarakat,

f. Bidang Praserana dan Sarana Olahraga, membawahkan :
1. Subbldang Prasarana dun Sarana;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
3. Subbidang Perizinan,

g. Kelompok Jabatan Fungsional,
(¢) Bagan Susuran Organisasi Badan Pemuda dan Olahraga adalah

sebagaimana tercantum dalarr, .ampiran IX B dan merupakan Bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
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BAB XI C

BADAN PERPUSTAKAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Eagian Pertama
Kedudukan
Pasal 40 A

(1) Badan Perpustakaan Propinsi merupakan unsur penunjang
Pemerintah Propins,

(2) Badan Perpustakaan Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
“asal 40 B

Badan Perpustakaan Propinsi mempunyal tugas membantu

Gubernur  dalam penyelenggardan  Petrietihtahat Proplnsl 4l
bidang Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 40 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 40 B, Badan Perpustakaan Propinsi mempunyal fungsi :

a. pPerumusan Fnebijakan teknis di bidang perpustakaan ;

b. pelayanan penunjang prnyelenggaraan Pemerintahan Propinsi
di bidang Perpustakaan ;

C. penerbitan dan pencetakan karya limiah, populer dan karya-
karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah,
bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak
literatur sekunder dan ahan pustaka lainnya ;

d. pengadaan, perigumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak
serta karya rekam ;
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penyelenggaraan kerja cama perpustakaan dan informasi
dengan Instansi terkait ;

pelaksanaan  penelitian  dan  pengembangan  sistem
perpustakaan

. penyelenggaraan pembinaan semua jénis perpustakaan dan

pustakawan ;

. pengelolaan karya cetak dan karya rekam secual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan
pengawasan semua jenis Perpustakaan dan pustakawan

penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan
perpustakaan dan Informasi ilmiah ;

penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga fungsional
pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Bagian Keempat

Susunan Organisasl
Pasal 40 D

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Propinsi terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekredariat, membawahkan ;
1. Subbagian Perencenaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
2. Subbagian Umum |
3. Subbagian Keuangan ;
4. Subbagian Kepegawaian,

c. Bidang Deposit 'dar Pelestarian Bahan Pustaka, mem-
bawahkan: '
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1. Subbidang Deposit, Penerbitan dan Pencetakan Bahan
Pustaka;
¢. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka.

d. Bidang Llayanan dan Informasi Perpustakaan, mem-
bawahkan |
I Subbidang Lavinan Bahan Puslaka:
2. Subbldang Layznan laringan Informasi dan Teknologi
Perpustakaan .

e. Bidang Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan
Perpustakaan, membawahkan
I. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia ;
¢. Subbidang  Penelitian, Pengembangan  dan
Kelembagaan Perpustakaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional,

(¢)Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Propins|
sebagaimana tercantum dalam Lampltan XI C dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

I. Diantara BAB XV dan BAB XV disisipkan BAB XV A sebagal
berikut : |

BAB XV A

KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROPINS]

Fagian Pertama
Fedudukan
Pasal 54 A

(1) Kantor Penghubung Femerintah Propinsi merupakan unsur
penunjang Pemerintal Propinsi.

(2) Kantor Penghubung Femerintah Propinsi  dipimpin oleh
seorang Xepala vang berada di bawah dan bertanggung

jawab hepada Gubernur meialui Sekretaris Daerah Propinsi,
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Bagian Kedua
Tugas Pokok
Fasal 54 B

Kantor  Penghubung Pemerintah Propinsi mempunyai tugas
membantu  Gubernur  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan
Propinsi dalam keglatan hubungan antar lembaga, membina

masyarakat Daerah, promosi dan mengelola anjungan Daerah di
Taman Minf Indonesia Inclah,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 54 (

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 54 B,
Kantor Penghubung Pemmerintah Propinsl mempunyal fungsi :

d.  perumusan kebijakan teknis penghubung a.ntar Pemerintah

Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan
Swasta di Jakarta ;

b, pembinaan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta ;
€. pengumpulan dan perigelolaan data atau informasi 1

d. penyelenggaraan kegiatan Promosi Daerah yang meliputi
ekonom, soslal, budaya dan pariwisata ;

€. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;

f.  pengelolaan Mess  Pemerintah Propinsi di Jakarta dan
Cisarua ;

g. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor
Penghubung Pemerintah Propinsi,

Bagian Keempat
. >usunan Organisasi
Pasal 54 D

(1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi
terdiri dari:
a, Kepala;
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Subbagian Tata Usaha ;

Seksi Hubungan Antar Lembaga |

Seksi Promosi dan Informasi ;

Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Sumatera Selatan
di Taman Minl Indonesta Indah;

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

™ a0 o

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah
Propinsi adalah sebageimana tercantum dalam lampiran XIV

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal ||
Peraturan Daerah inj mulsi berlaku Qada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
padatanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINS| SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ..,12 . SERIE D.



A ORGANISAS!
~HGAWAS PROPINS
i ERA SELATAN
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ROSIHAN ARSYAD



SUSUNAN

ORGANISASI

AN PERPUSTAKAAN PROPINS

SUMATERA SELATAN

KEPALA

CAMPIRAN X1 C : PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2C01
TANGGAL : 31 Mei 2001
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ROSIHAN ARSYAD



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! KANTOR LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROP.
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN | - NOMOR : 7  TAHUN 2001

— TANGGAL ; 31 Med 2001

KEPAT A
T
|
|
_J SUBBAGIAN
i TATA USAHA
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| HUBUNGAN PROMOSI DAN MESS DAN
i ANTAR ! INFORMASI ANJUNGAN
! LEMBAGA | SUMSEL DI T™MII

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ROSIHAN ARSYAD
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SUSUNAN  ORGANISASH LAMPIRAN XIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI
AN PEMUDA DAN OLAHRAGA SUMATERA SELATAN

NOMOR : 7  TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001
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